J. PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

K. PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
l. NOMOR 3 TAHUN 2009

m. TENTANG

IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI IZIN LOKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan
didaerah dengan memanfaatkan dan menggunakan
lahan, ruang dan kawasan,yang peruntukan dan
pemanfaatannya harus disesuaikan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dalam
lingkup wilayah Kota Pangkalpinang;

b. bahwa dengan keterbatasan lahan dalam wilayah
Kota Pangkalpinang yang pemanfaatan dan
penggunaannya diperlukan Izin Lokasi dan
Retribusi Izin Lokasi;

C. bahwa pemberian izin lokasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Izin Lokasi dan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Lokasi, perlu
dicabut karena tidak sesuai lagi dengan
perkembangan saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah Kota
Pangkalpinang tentang Izin Lokasi dan Retribusi
Izin Lokasi;
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M engingat

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043 );

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3469 );

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4437 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724 );

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 36430);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta
bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
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13.

14.

15.

16.

16.

17.

18.

dalam Penataan Ruang ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3721 );

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan
Kewenangan Kabupaten/Kota;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03
Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
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Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E
Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor €2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D
Nomor 01 );

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Pemerintah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03 Seri D
Nomor 02 ).sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 07 Seri D
Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN RETRIBUSI
[ZIN LOKAS

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Kota adalah Kota Pangkalpinang;

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyiagkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pangkalpinang;

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang 63
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan plidata

Pangkalpinang;

6. Perusahaan adalah Perseorangan atau badan hukgregsm
memperoleh izin untuk melakukan penanaman modalddinesia
sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan ysaf&ebagian
sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh badan hulany sama
baik secara langsung maupun melalui badan hukumdangan
jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, seg@ngelalui
pemilikan saham tersebut dapat langsung atau kaegsung
menentukan penyelenggaraan atau jalannya badaa;usah

8. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang
merupakan PMA atau PMDM maupun yang menggunakan ata
tidak menggunakan fasilitas PMA atau PMDN sertastavenurni;

9. lzin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pahasn untuk
memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka (aemam
modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahardaakuntuk
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usahagean
modalnya;

10. Hak atas tanah adalah hak-hak atas tanah sebagadtimaaksud
dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hiak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak phikisewa,
hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan;

11. Retribusi Izin Lokasi adalah pembayaran atas @kasi kepada
perusahaan, perorangan/badan hukum yang akan nrexiggu
tanah dengan luas diatas 2 Ha sesuai dengan RehaanRuang
Wilayabh;

12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpj

13. Waijib retribusi adalah perusahaan, perorangan/badkmm yang
memperoleh jasa pelayanan pemberian izin lokasi;

14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Petaérikota
Pangkalpinang dalam rangka pemberian izin kepaaiagoatau
badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan penguasaan atas kegiatan petsamnfaang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranfasitaas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan ngenja
kelestarian lingkungan;

15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertehtdashg retribusi
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undasggbegriaku;

16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpbemga usaha

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilaas at

oA
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17.

18.

(1)

(2)

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh otag badan
hukum;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk melaca
mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka
kepatuhan,pemenuhan kewajiban retribusi berdasd&t&eaturan
Perundang-undangan retribusi;

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dikakuieh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disd®enyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan lukti
membuat terang tindak pidana dibidang retribuspytenjadi serta
menemukan tersangka;

BAB I
PERIZINAN

Pasal 2
Setiap perusahaan baik yang telah memperoleh pgrapt
penanaman modal PMA atau PMDN maupun yang tidak
menggunakan fasilitas PMA atau PMDN serta Perusabaasta
murni wajib mempunyai izin lokasi untuk memperotahah yang
diperlukan untuk melaksanakan rencana penanamaal rataa
kegiatan usaha yang bersangkutan.

Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudatudigi oleh
perusahaan yang bersangkutan dalam hal :

(1) tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan d
para pemegang saham;

(2) tanah yang diperoleh ,merupakan tanah yanghsuda
dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanut
pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman
modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah
diperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang;

(3) tanah yang akan diperoleh diperlukan dalamkang
melaksanakan usaha bersama dalam suatu kawasan
industri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

(4) tanah yang akan diperoleh diperlukan untukyaesdn
usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasaglatiu t
diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuam yan
berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatbseagan
lokasi usaha yang bersangkutan dan tanah untukgsanh
tersebut tidak melebihi 10% dari lahan yang telah
dikuasai dan apabila melebihi 10% dikenakan izka#d
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baru;

(5) tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencan
penanaman modal tidak lebih dari 10 Ha ( sepuludtane
untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 2 Hag(
hektar) untuk usaha bukan pertanian.

(3) Ketentuan ayat (2) hanya berlaku bagi tanah-taaalg yerletak di
lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Pangkalpinang diperuntukan bagi pengguna yang sdsngan
rencana penanaman modal yang bersangkutan.

(4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gexasaang
bersangkutan diwajibkan memiliki surat keterangd@si dan
pertimbangan aspek Tata Guna Tanah dari Badan wiggn
hidup.

BAB 111
TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3
a. Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi ad#adah yang sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntblkgi
pengguna yang sesuai dengan persetujuan rencaamagoean modal
atau rencana kegiatan usahanya, yang akan dildéesanéeh
perusahaan menurut persetujuan penanaman modatiyatiginya
atau prusahaan swasta murni dengan luas tanals @iata.

b. 1zin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan gadgh mendapat
persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan galagip atau
perusahaan swasta murni untuk memperoleh tanataddngs
tertentu sehingga perusahaan tersebut berhasil efsskan seluruh
areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanahpeleisahaan
tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang rkarupatu group
perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebexjeut

(3) untuk usaha pengembangan perumahan dan pernmukima
i kawasan perumahan : 100 Ha;
ii. kawasan resort : 50 Ha;

1. untuk usaha kawasan industri : 100 Ha;

2. untuk usaha perdagangan/pergudangan : 50 Ha;
3. untuk usaha kepelabuhan : 50 Ha;
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(1)

(2)

3)

(4)

4. untuk usaha pertanian dan perkebunan : 100 Ha;
5. untuk usaha perikanan dan peternakan : 50 Ha.

Untuk keperluan menentukan areal yang ditunplem izin lokasi

perusahaan permohonan wajib menyampaikan pernyegeals
mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnypeatasahaan —
perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya

BAB IV
JANGKA WAKTU IZIN LOKAS

Pasal 4

Izin Lokasi dapat diberikan untuk jangka waktu gghderikut :
a. izin lokasi luas sampai dengan 25 Ha : fufgahun;

b. izin lokasi luas lebih dari 25 s.d 50 Ha (dBa) tahun;

c. izin lokasi luas lebih dari 50 s.d 100 Ha (tia) tahun.

Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi haresedigikan
dalam jangka waktu izin lokasi.

Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimdinaaksud
pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, makékasi dapat
diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) taipabila tanah
yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 %ldas tanah yang
ditunjuk dalam izin lokasi.

Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikéamugngka
waktu izin lokasi termasuk perpanjangannya sebagaam
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perol&rah yang
sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut

a. dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman
modal dengan penyesuaian luas pembangunan, dengan
ketentuan bahwa apabila diperlukan tanah dapat
dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperolenbgid
tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;

b. dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang
memenuhi syarat.
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BABV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 5

(1) 1zin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan reeagaspek
penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah ydipgitnieeadaan
hak serta penguasaan tanah yang bersangkutanipeisik
wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah;

(2) Keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani Bletikota;

(3) Sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksadcypati(1)
dan ayat (2) dipersiapkan Badan Lingkungan Hidspertai
konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atds dafem
lokasi yang dimohon;

(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atiedigempat)
aspek, sebagai berikut :

(a) penyebarluasan informasi, mengenai rencananpemsn
modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup damysakn
dan rencana perolehan tanah serta penyelesaiafaimasa
yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;

(b) penyebarluasan kesempatan kepada pemegangglsak a
tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana
penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan
masalah yang ditemui;

(c) pengumpulan informasi langsung dari masyarakaik
memperoleh data sosial dan lingkungan yang dipariuk

(d) peran serta masyarakat berupa usulan tenttergatif
bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam peroletmeh
dalam pelaksanaan izin lokasi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 6

(1) Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebagkaah dalam
areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak beerdasarkan
kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yangungan
kepentingan tersebut dengan cara jual beli, perbganti
kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sestanuan yang
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(2)

3)

(4)

(1)

(2)

1)

berlaku.

Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan olebgagm izin
lokasi sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), sgakaa hak atau
kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanai ya
bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui,dsuk
kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pentgegak
atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (set)fdan
kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkamtgamahgi
keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencaneutatg yang
berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannyadeepéak
lain.

Pemegang izin lokasi wajib menghormati pihak-pifeak atas
tanah yang akan dibebaskan sebagaimana dimaksadpati(1)
tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yanglidi
masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga sertanchatigi
kepentingan umum.

Sesudah tanah dibebaskan, maka pemegangkzisilo
mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah ttrsesuai
dengan keperluan rencana penenaman modal ataughianys.

Pasal 7

Pemegang izin lokasi berkewajiban untuk melapodeara berkala
setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota meBadan
Lingkungan Hidup mengenai perolehan tanah yangtsuda
dilaksanakannya berdasarkan izin lokasi dan petelesapenggunaan
tanah tersebut.

Pemegang Izin Lokasi dilarang memperjual belikau ahemindah
tangankan Izin Lokasi kepada pihak lain tanpa [Ejabat yang
berwenang.

BAB VII
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS

Pasal 8

Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberdengan
diterbitkannya Keputusan lzin Lokasi;
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(2) Subjek retribusi adalah setiap perusahaan baikgegan maupun
badan hukum yang memperoleh pelayanan izin lokasi.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 9
Retribusi Izin Lokasi termasuk golongan retribusiipinan tertentu

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luahts@suai dengan
areal yang telah ditunjuk dalam Keputusan Pembériariokasi dan
NJOP setempat atau yang berlaku disekitar objeksidiersebut;

(2) NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah NJOPbgataiku
dalam tahun berjalan.

Pasal 11

(1) Besarnya tarif retribusi izin lokasi ditetapkan eedr : Luas tanah X
NJOP X Tarif / Indeks;

(2) Tarif/ indeks retribusi ditetapkan sebagai berikut

(3) untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman :

1. kawasan perumahan pemukiman :0,5%
2. kawasan resort perhotelan :1,0%
3. untuk usaha kawasan industri :1,0%
4. untuk usaha perdagangan / pergudangan :0,5 %
5. untuk usaha kepelabuhan :1,0%
6. untuk usaha pertanian dan perkebunan :1,0%
7. untuk usaha perikanan dan peternakan 10,50 %
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(4) Dalam rangka penerbitan Keputusan perpanjanganakasi
dikenakan retribusi sebesar 50 % dari ketetapaagsétmana yang
diatur dalam ayat (2);

(5) Perubahan tarif dalam kurun waktu kurang dari 2jdahun dan
kenaikannya tidak melebihi dari 10 % ketentuan galmaana diatur
dalam ayat 2 (dua) akan diatur lebih lanjut der@eraturan
Walikota.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadaphman yang sudah
mendapat izin lokasi sebagai dasar untuk pembeliasah dilaksanakan
oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang isestiansi terkait.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

(1) Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksam&lak dan
kewajibannya selaku pemegang izin lokasi dan detalendengar
pertimbangan teknis dari instansi terkait, makaditeguran secara
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Walikota maldadan
Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;

(2) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud dalanflgyatak
memberikan tanggapan atas teguran dimaksud, mizkgaizg
dimiliki perusahaan tersebut dapat dicabut seseragan peraturan
yang berlaku.
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BAB X1
KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 14

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkam Pemerintah Kota
Pangkalpinang diberi wewenang khusus sebagai pi&nyrduk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Resilikaerah;

2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gypasal ini
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketga atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidamnidpust daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadiéndén jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meige
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbyatey
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retritaesiah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang girédau
badan sehubungan dengan tindak pidana retribusltiae

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokuroknrden
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retridaerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahain buk
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen laia, ser
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksdngas
penyidikan tindak pidana retribusi derah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang gyzdikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sed#ampsang
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen gidagva
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakaid
retribusi daerah;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya daeriésa
sebagai tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan;

k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu ukieilencaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daersmurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)begtahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgid kepada
penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diktlam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridan

Bagian Hukum Sekretariat daerah Kota Pangkalpinang 72
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



BAB XI11
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

a. Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaj&katana kelalaiannya
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalarhZPdisgidana
dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) butan denda paling
banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayadalah
pelanggaran.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, mak#oizasi yang sudah
dikeluarkan, tetap berlaku sampai jangka wakturgrakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratanitgladministratif dan
prosedur perijinan diatur dengan Peraturan Walikota

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, lRaka@turan Daerah
Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Rearblzin
Lokasi dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Ndédahun
2004 tentang Retribusi I1zin Lokasi, dicabut darydiakan tidak
berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaddiingkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyrefagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararab#&ata

Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Januari 2009
WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto
ZULKARNAIN KARIM
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

/f =
oy f _—
f:/ _____,.-"""'w
H. HARDI
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 3, SERI C
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